
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2015

T E N T A N G
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA

AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum di
Kabupaten Jembrana yang terus meningkat dan adanya
kenaikan harga barang-barang atau asesoris perpipaan
untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan terus
meningkat, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Amertha Jati Kabupaten Jembrana berkewajiban
mempertahankan kemampuan operasionalnya, untuk
meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas
pelayanan air bersih secara berkesinambungan;

b. bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati
Kabupaten Jembrana menyebutkan tarif ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh
Dewan Pengawas;

c. bahwa surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jembrana No. 170/500.a/DPRD/2008 angka
1, menyetujui kenaikan tarif air minum untuk pencapaian
pemulihan biaya penuh selambat- lambatnya pada akhir
tahun kelima masa restrukturisasi;

d. bahwa ketentuan tarif air minum sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 9
Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana
sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi
dewasa ini, sehingga perlu ditinjau;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati
Kabupaten Jembrana.

Mengingat : ………..…
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor  1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daearah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pusat Dibidang Pekerjaan
Umum Kepada Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997
tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif
Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum ;

11.Peraturan Menteri ...
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah
Air Minum ;

12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Amertha Jati Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA

Pasal  1

Menetapkan tarif air minum, penggolongan klasifikasi
pelanggan, penetapan biaya lainnya, serta bentuk sanksi
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  2

Pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada
Lampiran Peraturan Bupati ini adalah pemakaian air
minum melalui jaringan pipa air minum yang ditentukan
dengan alat ukur/meter air yang terpasang pada setiap
pelanggan dan apabila alat ukur/meter air sebagaimana
dimaksud tidak berfungsi, maka pemakaian air minum
diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian 4 (empat)
bulan terakhir.

Pasal 3 …………………
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Pasal  3

Untuk kesinambungan pelayanan, Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana dapat
mengadakan penyesuaian tarif tahunan dengan formula
indeksasi, dengan memperhitungkan realisasi indek inflasi
tahunan pada tahun yang bersangkutan atau maximal 10%
(sepuluh persen).

Pasal  4

Menugaskan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana untuk
melaksanakan serta mempertanggungjawabkan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal  5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati  Jembrana Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan
Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal  6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 13 Pebruari 2015

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 13 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 664


